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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

penulis terhadap Penataan Pertanahan Secara Swadaya di Wilayah Kecamatan 

Gianyar, Kabupaten Gianyar dengan permasalahan yang dikemukakan di 

dalam Bab I Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Tahapan penataan pertanahan yang dilakukan oleh pihak perorangan yaitu 

membentuk kelompok-kelompok yang memiliki masing-masing tugas 

dalam proyek penataan. Tugas dari kelompok tersebut berupa; 

a. pihak perorangan melakukan pendekatan ke masyarakat dalam rangka 

mengajak masyarakat untuk ikut dalam penataan pertanahan dengan 

menerangkan beberapa manfaat yang nanti akan diterima oleh 

masyarakat melalui penataan pertanahan yang dilakukan; 

b. pihak perorangan membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai 

pemotongan bidang tanah sebesar 20% yang digunakan untuk jalan 

serta biaya dalam penataan pertanahan yang dilakukan; 

c. pihak perorangan melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa 

jalan, saluran air setelah bidang-bidang didesain dan disepakati oleh 

masyarakat; 

d. pihak perorangan melakukan proses pengurusan sertipikat hingga 

selesai dan menyerahkan sertipikat yang baru kepada masyarakat. 
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2. Dasar dari pihak perorangan adalah mendapatkan keuntungan-keuntungan 

dari proyek penataan pertanahan. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak 

perorangan adalah berupa: 

a. pada Desa Bakbakan pihak perorangan dapat memiliki akses jalan ke 

bidang tanah yang akan dikembangkan sehingga meningkatkan nilai 

jual bidang tanah pihak perorangan; 

b. pada Desa Bakbakan, pihak perorangan nantinya akan dapat 

mengembangkan wilayah yang berada didalam atau yang belum 

tersentuh akses jalan; 

c. pada Desa Beng, pihak perorangan mendapatkan keuntungan berupa 

sisa tanah dari 20%. Keuntungan yang dimaksud adalah berupa sisa 

tanah yang nanti akan didapatkan oleh pihak perorangan. 

Selain dari keuntungan, untuk pengurusan dalam kantor pertanahan, 

kesepakatan dari para pemilik bidang tanah digunakan sebagai dasar 

dalam pengajuan penataan batas kepada Kantor Pertanahan Gianyar. 

3. Manfaat yang diterima oleh masyarakat yaitu: 

a. dari segi fisik lingkungan, manfaat yang diterima oleh masyarakat 

adalah lingkungan yang tertata dan teratur sehingga batas jelas 

sehingga meminimalkan konflik batas bidang tanah, dan setelah 

penataan, bidang tidak bergeser terlalu jauh; 

b. dari segi ekonomi, manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah 

nilai bidang tanah menjadi meningkat setelah penataan pertanahan, 
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serta masyarakat dapat menjual sebagian tanahnya untuk keperluan 

tertentu. 

B. Saran  

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka saran yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan adalah sebagai berikut : 

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

khususnya Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan hendaknya dalam 

merencanakan dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan KT di 

Indonesia harus lebih matang dan terorganisir, seperti halnya pelaksanaan 

KT di Jepang yang dalam pengerjaannya bisa memakan waktu 10 sampai 

15 tahun untuk menjaga kualitas dalam pelaksanaan KT dan dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

2. Melalui penelitian ini, agar dimasa-masa yang akan datang kepada 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk 

sekiranya lebih koordinatif dengan instansi yang terkait  dalam 

pelaksanaan program KT sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

keefektifan dari tahapan pelaksanaannya kedepan. Tahapan dalam 

pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana menjadi salah satu contoh 

yang perlu ditingkatkan lagi karena pelaksanaan KT selalu terkendala 

dalam hal tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap konsep KT di Indonesia. Selain itu 

sekiranya diatur mengenai peraturan perundangan tentang penataan 
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pertanahan oleh pihak perorangan sehingga tidak menyalahi atau 

melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. 
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